
BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATIS UMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CAHA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

UPATENS UMBAWA BARATTAHUNANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIS UMBAWA BAHAT,

Menimbarig a. bahwa untuk melaksana1‹an ketentuan Pasal 12 Ayat (1)

PeratuTan Pemerinläh Nomor 60 Tahun 2O14tentang Dana Desa

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2016 tentang Perubaban

Kedua Atas Peraturan PemerintU Nomor 60 Taliun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara menyatakari bahwa Besaran Dana Desa

setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran

Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;

Ö. ‘Dahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Pembagian danPenetapan Rinciw Dana Desa Setiap

Desa diKabupaten Sumbawa Barat Tahun Angg sosi.

Men gingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2003 Nomor 145Tambahan Lembaran Negara

Hepublik IndonesiaNomor 4340);
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2.

3

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PemÖe<

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N@ggra Repu

Indonesia Tahun 2011 Nomor 12,Tambahan Lembaran <

Republik Nomor 5234J aebagimana telah diubah d6ft$nft

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tefltarlg Perubahan

AtäB Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 t0fl &

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lmmbarari

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomofi 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndoneeia Nomor 6398J

Undang-Undang Nomor fi Tah un 2014 tentang Deea(Lembaran

Negara Repulilil‹ 1 ndonesia Tahun 20J4 Nomor7 Tambahan

Lembaran Negara Ftepu 1alil‹I ndonesia NomOr 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahu n 20 14

Nomoi 24 fi, Tambahan Um lraran Negara Hepublik Indonesia

Nomor 5587)sebagaimana telah din bah dengan Und ang-Undang

Nomor11 Tahun '202O ten tang C ipla Kerja:

PeTaturaFl Pemerintah Nomoi‘ 43 Tahun 201 tentang Peraturan

Pelaksanaari Unclan g-U n clang Nomor G Tahun JO14 tentang

Desa (Lembaran Negara Repu blik ! ndonesia Tah un 20 14 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Nomor

5539). sebagaimana telah diu bah rl en gan Peraturan Pemerintah

bor:nor 47 Tah uh 20 15 (M mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor1 57,"Fambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717)¡

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor ò0 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari Angggarari Pendapatan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 201fi Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNom» 5864];
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7.
r£i turan Pemerintah Nomor 12 Tahull 2019 teT2

Pengelolaan Keuangan Daerah fLembaran hegara Republik

Indonesia Tah un 20 19 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara

Repuhlik Indonesia No mor 6322).

8. Peraturan President Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian

An ggaran Pendapatan dan Belanja Negava Tahun AnggMM

2020;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 80 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Produk Hukom DaerU seúag m ara telmú ú‹ •

ci en gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 20 TU Un CO18

tentang Perubahan atas Peraturun iXíenteri Dalam .fiegeri omor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukm Produir Hukum Daerah

(Rerita Negara RepubIikIndonesia TV en 2018 iúOrnOr1ú 71:

1 0. Peraturan Men teri Dalam NegeriN o.mor 20 un 20 18 tenrmog

Pengelolaan Keu arigan Desa (Berita de gara Rep ublik Ir.donesia

Tahu n 2018 No mor 6 11}:

11. Pcraturan Mcntcri Desa Pembangunar.Daer *. üe nggal han

Trmasm igrasi Nomor l? TC u o 2 O20 en ug F-oritas

Penggunaan Da.na Mesa. Ta.Sio n 02 i

1 2. Peraturar Menteri Ke uan gan Connor 222/'.°3.Iba.0 7 2 020 Pez.= g

Perigelolaan Daria Desa Talu 202 i:

12. Peraturan Daerah KabiipatenS umbaiia Haras o m.or 13 Tahun

2020 tentang An ggaran Pendapatari dos elarja Daermh TC un

Anggaran 2021 (Lernbaran Daerah Kabuparen Sumóaii‘a Barat

Taliun 2020 Nomor 13);

l4. Peraturan Bupati Sumba va Barat Connor ó0 Tinte 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerW

Tahun Ariggaran 202 1;
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MEMuwSltnN: '' “ ‘--:'(•,q

‘•^°'*^: PEn^wasN Bu an vsuvnso *azs cAnA Pm**^<*° °** :¿-
PENETAPAN RINCIAN DANA DE9A SETiAP DEFA '‘"'

UMBAWA BARATTAHUNANOGARAi 2021 '

KRTENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adaları Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelakeanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Desa adalah desa dan desa adat atan yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan maayarakat aetempat berdaaarkan prakarB&.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten darı digunakan untuk

zrıembiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atan yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.

7. Jumlah Desa adalah jıımlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yangselanjutnya disingkat APBDeea,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Rekening Kas Umum Daerah adalahyang selanjutnyadisingkat RKUO adaıah

rekening tempat peflyimpanall liang daerah yang ditentukan ohh

bupati/walikota untuk menampung oeluruh penerimaan daerah dj

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bankyang ditetapkan.
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ci, •ilriko ni frirrn ulri yany ‹li hitu ng dengan memperhatikan jumlah penduduk,

sngko komisf‹inan,J uas wiJayah, rlan ›ndeks kesuJitan geografis setiap desa.

PasaJ3

Pagti Alok. •i damm er:ti».p ‹Jr-s sriba 3ai man a rlimaksud daJam Paaal 2 huruf a,

dihii.ungsnI›‹•uur 65 “J›( £inorn f•uluh Lima Persenj dari anggaran Dana Desa dibagi

n«ara m«rate bepa«J« t›etiap desa. berr3asarka.n klaster jumlah penduduk.

Paoal4

Dipindai dengan CamScanner
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Paaal6

H8& deliğin Kinerja terbalk nebagnlmarıa dimaka«d karar pppal5 mCTMP

deea yang dipilih «baTlŞak 10 % ( sepuluh pereen) dari jumlah d0R8 J£•»io•a rang

memiliki hesil penilaian kinerja terbaik.

Paeal7

PenilaiQn KineŞa terbaik eebagaimana dimakeud dalam paTal 6, berdaeafkan

indikator penilaian

a. kriteria Utama, yaitu desayang tidak menerima alokasi afiPıTlaŞiİş dan

b. Kriteria Kinerja, berdasarkan variable:

1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20 % ( dua puluh persen );

2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20 % ( dua puluh persen );

3. Capaian Keluararı Darıa Desa dengan bobot 25% ( duapuluh lima persen );

4. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tina puluh lim

persen);

PasM8

Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung

sebesar 3 1% ( tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana desa berdasarkan

Indikator

a. Jumlah penduduk dengan bobot 20% ( dna puluh persen );

b. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40% ( empat puluh peraen );

c. Luas wilayah desa dengan bobot 20% ( dna puluh persen );

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20% ( dna puluh persen );

Pasal9

Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ Kota, dihitung

dengan merıggunakarı rumus:

DD Kab/Kota = AD Ifab/Kota+ AA Kab/Kota* AITKab/Kota+ AF I£ab/Kota

Keterangan

DD Kab/kota = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ kota

AD Kab/ Kota = Alokasi Dasar setiap Daerall Kabupaten/ Kota

AA Kab/Kota- AlokasiAfirmasi setiap Daerah Kabupaten/ Kota

AK Kab/Kota = Alokasi Kine a Setiap DaerahKabupaten/Kota

Ar Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/ Kota

Dioindai dengan CamScanner



(2)

cam pasal 3,dengaii ketentuan:

a. Rp 481.573.000 ( empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh

puluh tiga Ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk aampai dengan

100( seratus) jiwa;

b. Rp 661.574,000( lima ratus enam puluh satu muta lima ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101( seratus satu)

sampai dengan 1000( aeribu} jiwa;

c. Rp 641.574.000( enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah} bagi desa dengan jumlah penduduk 1001( seribu satu ).

aampai dengan 5OOO( lima ribu) jiwa;

d. Rp 721.5T5.000( tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5001( lima ribu satu)

sampai dengan 10.000( sepuluh ribu) jiwa;

e. Rp 801.576.000( delapan ratus satu juta lima ratua tujuh puluh enam ribu

rupiah} bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000( sepuluh ribuJ

jiwa;

Pasal 11

(1) Besaran AlOkasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana

dimaksud dalam {2&ıSal9 dilıitung dengan menggunakan rumus:

AA kab/Kota =( AA DST X DST Kab/Kota)+ ( AA DT x DT Kab/Kota}

Keterangan-

AA kab/ Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah/Kabupaten

DsT = besaran Alokasi Afırmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang

memelikijumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/xota =jumlah Desa isangat Tertinggal yang memfikijumlah

penduduk miskin tinğgi di ’Daerah Kabupaten/kota

AA DT - }j8S8fHR .APOÎ£8.iSi Afirm£l'Bi untuk Deaa Tertmggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab O '. ' m

iakui diDaerah x:bupaten/Kota. ‘

d

"“ r.
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sebanyak 11%( sebelas persen) darijuinlah desa;

b. Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah desa antara 101 (seratus satu)

sampai dengan 400( empat ratus) desa, jumlah desa penerima alokasi

kine a sebanyaklooZo( sepuluh persen) darijumlah Desa; dan

c. Daerah Kabupaten/ Kota dengari jumlah desa antara lebih dari 400

( empat ratus) desa, jumlah desa penerima alokasi kinerja sebanyak 9%

( sembilan perseri) darijumlah Desa;

8

Dioindai dengan CamScanner



AF Kab/ Kota Alokasi Formuladisetiap Daerah Kabupaten/ Kota

YI Rasio Jumlah Penduduk desa setiap Daerah Kabupaten/

Y3

kota terhadap total penduduk desa Nasional

Y2 Rasio angka l‹emiskinan desa (jumlah penduduk miskin

desa) setiap Daerah Kabupaten/ Kota terhadap total

penduduk miskin desa Nacional

= Rasio luas wilayah desa aetiap Daerah I(abupaten/ Kota

terhadap total luas wilayah desa Nasional

= Rasio IKK Daerah Kabupaten/ Kota terhadap total IKK

daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki desa.

Pasal 16

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa diDaerah Tahun Anggaran 2021

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkitil dari Peraturan Bupati ini.

Dioindai dengan CamScanner



Pasal 17 '"

; (1). Penyalur Dana Deea dilakükan ’melalui RKUN ke RED melalui

' • ’ ’ . ‘ " y '*’\‘‘'
kan eetelah Kepala KPfiI eelaku Kuaaa Penggun• 88 e

£l*

dokumefi pgrsyaratari penyaluran Öari Pemerintah Daerah.

(2J Peniindah bukuan dari RKUD keRKÖ dilakukan pijjj2yg lambat7 (tujjqh) h&£i

keıja :aete1ah Dana .Desa diterima. di RKUD Hetelah mr»y >Ily°•
r
-

telah dipeniıhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak * G £f

bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. TahapI sebesar 40% ( empat puluh persen} dari pagu bana Deqa eetiap

desa, dengan rincian:

1. 40% ( empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa Öikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD bulan kesatu sampai de8lgo

bulan kelima paling cepat buları januari; dan

2 Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu, dan paling

cepat masing-masing bulan berkenaan bulan kedua sampain dengan

bulan kelima.

b. Tahap II 40OZo( empat puluh persen) dari pagu Dana OLS£l Seti£lp deS£J,

dengan rincian:

1. 40% ( empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi

kebutuhan untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan

kesepuluh paling cepat bulan maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan

bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenaiti dan

paling cepat masing-masing bulan untuk bulan berkenaån untuk bulan

ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

C. Tahap III.20 % ( .dna puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa,

dengan rincian

f. 20% ( dua pttluh persen) dari.pagu Dana Desa digunakan untuk BLT

det bulan keaebelaa sampai dengan bulenk ,edua belaa paling cepat

bulanjuni; dan

2. Kebutuhan Darıa Desa untuk BLT desa bulankesebelas aaınpai distıgg ""'‘
", ’’ .'* •.* * ' ’ . .“ *. .•’ *. •' ‘ ** *'’ ‘ Ç " @Û .
bulan kedua belaa paling cepat bulanNovember untuk öulan keeeöû"

danpalıng cepat akhır bulan November untuk bulan kedua beltıs. ;-



' 60°%(eT
l uluhperaen ) dari pagu Dana Desa eetiap dena dikurangi

kebutuhan Dćt2la Desa untuk BLT desa bulan keaatu sampai dengan

bulanJetujuh paling cepat bulanj nuari, dan

2.Kebutuhan Dana Desa untuk BLT óesa b,iilari Kćaatu aampai dengan

bulanket{jjuh paling cepat bulanjanuari untuk bulan kesatu .dan paling

’’ cepat masing-masing bulan berkenaan mtuk bulan kedua sampai

dengan bulan ketujuh; dan

b. Tahap II sebesar 40% ( empat puluh persen) dari pagu Dana Deaa. aetiap

desa, dengan rincian:

1. 40% ( empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT tahap ke delapan sampai dengan

tahap kedua belas paling cepat bulan maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengań

bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan

dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan

kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling lambat akhir

bulan November untuk bulan Redua belas;

Pasal 18

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokaei.

Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran óari

BupaŁi/ Wali Kotn secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. TahapI sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a ańgka1

berupa:

1. Peraturan Bupati/ Walikota mengenai Tata cara pemó«giSn dan

Jienetapan besamya rincian Dana Desa disetiap desa,

2. Peraturan Desa merigenai APBDesa; dan

3. Surat Kuasa,Piemindahbukuari Dana Desa;
,

b. Tahap II aebeear aebagaimana ‹łimakaud fialani pasal17 ayat (3} ’hururb

aiigka 1,berupa:

1. Laporan realisaai penyempan dancapaian keluaran Dana Deaa vahun ,’“. -v

Anggaran eebelumnya.
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2.LapOran 1e ıı .;1› pj: 1‘l*$ tlan Ca¡oaian kelu aran Dana Desa Tahap J,

mcta et tı l‹l‹ ‹Iti- I'£tt£tl'Calisasi pcnyerapan paling seclikit sebesar 50%

( ''^^ i pe‘Se 1) dan rata-rata capaian keluaran men uflJ dlkkiR<

P 3g Sedikit sebesar 35°/ ( tiga puluh lima persen) dari Dana Desa

tuhapI) angtelah disa1ur1‹an;

- <*’ tLl‹’an I(epala DeS lTlengenai penetapan keluarga penerima man faat

BLT desa ataLI Peraturarı kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga

penerim ann faat BLT d esa; dan

4 . Bcrita Acara 1‹oııfirmasi c1an rc!‹onsi1iasi ku mu latif sisa Dana Desa di

OKUD entaı'a¡ e mei î ta talk JDaeı'alad an Ke¡aala J(PPN ş!mug berasal da1“İ:

" <+ *R >an a. Desa Tahu ta Ara qga ı an YO ) fi sam kai J.e. gan SiS0- D -

Desa Tahun finggaran YOIS ang disetor oleh Kepala Desa keR KU D;

b. lisa Dana Desa dıR INU D Tah tın A rıggaran 2015 sampai dengan

Talkrı n Anggaı az 20 19:dan

rlengan TahaJo 11 men rı raj cıkkan raia-rata realisasi pen3’eTapan paling

sediüit gelsecat 9O°.‹› ( icinbrian ¡su!rıh ¡:eı’sc ) karı rafa- aLa capaian

l‹e1Lıaran menunjul‹l‹an paling secli1‹it sebesa7 75“Zo ( tUju h pul uh lima

¡dersen) c1aı'i Daira Desa tahap II an refah clisaluı Inan; clan

? . I aporan jon vergci,si pcncega!aaıa stc:nting *ingltat Desa Tahtl n anggaran

sebelurnnya.

2.1 Pen y Iş ra n Da na Desa. u.ta t.sık desa. yang bersta.tı.s 0 esa Manc1iı'i di1akSa.nakw

setelah K PA Pen5•a1uran Dana Alohasi I(husus Fisik dan Dana Desa menerima

dokumen pers3 aratan peny'a1uran dari Eupati secara lengkap dan benar ,clem gan

ketentuan:

a. Tahapf sebesar sebagaımana yang dimaksud dalam pasal1+ vat( )h uruf

a angka1 berupa:

b.

Dipindai den g an Ca mscanner



Anggaran 2019;

(3}Dalam haldesa tidak menganggarkan BLT desa Tahun anggaran 2020 selama 9‘

( Sembilan bulan ), selain persyaratan ayat (1) hurufb dan ayat (2) huruf b;

penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan

dokuraen persyaratan berupa Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat

calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan

atau/tidak tersdia cukup anggaran perbulannya.

Pasal 19

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa TahapI untuk kebutuhan BLT Desa

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, I£epala Desa memenuhi ketentuan.

a.Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) hurufa dan

menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan. yang

berlaku selama 12( dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Deea untük

BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati.

b.Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima

‘masiing-masing bulan disalurkanaetelah Kepala Desa data.realieaai jurrtj

keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepadaBupati/walikota

(2) Penyaluran Dava Desa tahapH untuk BLT Desa bulan keenam samjiai dengan

bulan kesepuluh sebagımana dımaksud dalam pasal 1g ayat (Ş) masing-ming

bulan disalurkan eetelah Kepala Deea data realiaaei jumlah kolum p g

öianfaat bulan sebelumnya kepada.Bupati.‘ " . , ;‘' ’”

(3) Penyaluran Dana De8a tahaP III untuk BLT Deea bulan keaebye ‘'“&

ztengan bulan keclua belas aebag«••«•» aa•aksud dala›a paygj yğ



S"1g* S Ü Ul;qr1 salriI I(/}j S8 telah ltepala Desa menyampail‹an data

reali sasi l‹ci ria a ¡@/}@/‹’ nit iTlalifaat tan fals scbelu mnya kcpadaB u pati.

1(e étlR DCSg9 menyampaik&Eldàta realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

tul1IM3 l‹eöua belas l‹epada Bupati paling lambat minggu ketiga bttl0n

Desembei.

(5) d m1 th keluargà penerima manfCtat sebagaimana dimaksud pada ayat( )h LlrLlf

a merr1pa1‹an ju mlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluai ga penerima

lTlRlJ fààt BLT Desa bulan 1‹esatrt talaun sebelumnia atau hasil pendataa

Jum1a1a !‹c1ua-@à p‹j)ae rima manfaat BL'P Desa tah un bcrkcnaan.

Dà1à1T1 h al tei-dapat per i balaara Per at ni ara I(epala Desa meiagenai Penetapan

d Um lah lleti rar go Penerima Mar faai, thena!a beca men} ampaikan Perulaahan

Peraturan Itepala Desa climal‹stid kepaéiaO cl pati pali ng lambat minggu ketiga

bL1lari Desember

I(epala Desa bertariggung jaivab atas l‹ebenaran Platajn mlah penerima manfaat

I LT Desa.

Pasal 20

1‹ebutuhan B LT Desab Milan l‹esatrt sampai ctenga n brifan l‹etrij ull 1(epala Dera

;T1ciTí‹jinu h i MC tC ri tot en

a. Persvaratan sebagiarnan dimaksrid dalam pasal lS a at (2) h u ruf a

mentarnpaikan dàtàJU rnlah lletuarga PciuerH+ia Alanfaat seriapb ri lan selama

1.2 ( dua bclas) b ttlaia tintrik pcnJaln raia Dan a Desa untu1‹ BLT Dcsa bulan

kesatri:

ca • D•.sa .i •tik BI-T D‹8a bé an 1‹efi tal s .mnai den „ ig„k t ,

masing-masing bulen disalurkan setelaIn I4epala Desa menyampaikan data

realísasi jumlah keluarga penerima manfaat bcllan sebe lumn› a üepada

Bupati.

(2) Penvaluran Dama Desa tahap il nutuk BLT Desa bulan 1‹ede1apari sampai

dengan b ulan kedua belas un tuk masing-masirig bulan disalurkan • te1iRh

Kepala Desa meiiyampail‹an data realisasi jumlah 1‹e1uai ga penerirna manfaat

BI.T desa bufan sebelum nya kepaera Rl4 pati,

Kepala Desa menyampaikan Data RealiS£tSi jtimlah kelunrga penerimà mànfaat

ELT desa bulan keclua belas untuk desa berstatrls desa mandirikCpada Bupa;i

paling lambat minggu ketiga bu lanDecember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat, merupa1«an jumlah ›'artgdiperCi1eh dam
realisasi jumlah kelriarga penei“ima inanfaat 8LT oOS bulan Cesatu tahun
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isil pe 8Cliitéliqjq ju mlah UCIu arga penerima manfaat

(5) Dalum hal telda9at Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapari

0 mlala e *lRfga Penerimá 1v¡
á>lffiát BLT Desa,Itepala Desa menyampaikan

9ettl1?ahan Peratttran I(Upala Desa dimaksud Ñepada B u pati palirig lambat

minggu ketíga bu1an Desember.

(6) Kepala Desabertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga

penerima man raat B LT Desa.

PENGCU NAAN DANA DESA

Pasal2 I

(1) Dana Desa cliprioriLasi‹an pelaggunaannva rintt11‹ pernmi han ekonomi dan

peng-mbarigan redtorpi'ioritas di Desa.

(2) Pennulih an ekonorni sebagaimaiaa d imakscid pacta ayai (1) ñ era pa jaricg

pen grmaia sosial, oob et kai a ti.ila o.i, pennleer0 avaaia usa ha mi kro kecil dan

meriengah, sektor‘ rt sal a pertanian clan pen gembangan potensidesa melalui

Idadan U sahc ^tilík Dc >a.

(3) Penpembangan sektor prioritas sebagaimaria dimai‹sricl pacta a› at ( 1) berupa

pengeiaabangan desad imita 1, cl esa wi sata, pen gembangan budida;a pertariian.

pcternal‹ari, pcrikanon, !‹etalaaoan yanquis clan 1ac''’aii,d ar, p•rLaikan fasilitas

kesehatan.

Desa menjadi pi‘ioritasu ta1ra dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana cIimaksrid pada a at (1

termasuk kegiatan dalam rangl‹a menaiaggulangi da,pak pandemic corona

virus Disease 20.19( covid 19)

(6) Penggunaan Dana Desa seinagaimana dimaksucl da1a1T1 aJ'at( 1) berpedoman

)aada Peraturan Meriteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigraoi mengenai prioritas penggun aan Dana Deep,
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(1)

PrioritasPenggunaan Dana Desa.

BAB v

PELAPORAN DATA DESA

Pasal 23

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerap dan CiRpaian output

Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tahapI berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dama

Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb disampaikan palirig

lambat tanggal7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian OLltput Dana Desa sampai dengan

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc disampaikarl pàg

lambat tanggal7 Februari tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),

Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian Clutput kepada

Bupati.
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b. Dese naengRlnnai permasnlahan administrasi dan/atau ketida1;JeIasan

stetHs hıılium,

' 1’* t l*< n*1 9Pnırıııtrtunn atas proses perkara hu ku m penyalahgunaan

'°’°‹° D"°° 5'°**S '°« i bar ken kepala tJesa.

(3) Dnlelll kral ti ]3Itl.1 Dpsa lelala ditetapkan sebagai tersangka. Btt ti

men;nnrp. iz.rr1 stt ra1 {aerırtolıonan penghentian penialuran Darıa Desa kepada

t rtteı‘i•ın lieı1‹ang;an r.q Diı ektorat0 en kereI Perimbangan deuangan.

Ke*mer1teı’inıa lîeııan3an c.q Direk torat Jendeıal Perimbangan Keuangan dapat

rnelakil liam penghentiaıı peni alilrafa Dana Desa. berdasarkan

s. ninrrrt pernıohonan dari Bııpati.

h. S urat ı el‹orrıen‹tasid ari Iieinent rica n ,' len›başa terkan atas permasalahan

desa.

(5) Pengehentian pen; altı ran Dana Desa berclasaı l‹.an su rat permohonan dari

Ettipati sebagaimana dimaksııd pada a5at {41hımufa atan stlrat rekomendasi

dan kementrian/ lembaga terkait sebagaimanad ima ksud pada ayat (4)h uruf

b dilakulian melaluii periı aluran Dana Desa tahap l›erikutnya setelah surat

dimaksud diteıûma.

(6) Dalam halsurat permohonan dari 8upati sebagaimana dimaksud pada ayat (4]

huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atan Dana Desa Tahap 11 untuk

desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkarı.penx-al1.f

Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnJa dihentikan.

{7) Penghentian pen3aluran Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (S) dan

ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan

kepada Direktur Oenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bu ati at ty

kemetrien/lembaga terkait.
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Pasal 25

(1) DftlBJR h I Peme tah Desa tidak melakoanakan BLT Desa }&£12 Ü

( SembilaR) bulanpada Tahun Angg;ran 2020, dikenakan sanksipemotongan

Dana Desasebesar 60% ( lİma puluh persen} dari Dana Desa yan8

disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2J Penyaluran Dana Deea tahap 11 sebagaimana dünakeud pada ayat (1) aetelah

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikae dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desakhusus tidak

terdapat calon kelurga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria

dan/ atan tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan pada peraturan I£epala Desa yang diketahui oleh Pemerintah

Daerah/Kabupaten

Pasal 26

(1} Dalam ha1pemerintah desa tidak menganggarkan BUT Desa selama 12( dua

belas) bulan , Tahurı Arıggararı 2021 dikenakan sanksi pemotongan Darıa

Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan

pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat

calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah

Daeralı atau pejabat yang ditunjuk.
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